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Abstract: A country has the highest legal norms called the 
Constitution. Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 is a written constitution in 
Indonesia. The Constitution can be used as an absolute grip 
in the survival of the society, the nation and the state as it 
is considered as the political picture. A legal force is 
demonstrated by the existence of a constitution, therefore 
it must be obeyed and upheld without the slightest 
deviation. Through a theoretical approach, this paper 
discusses the history of the development of Indonesian 
state administration, mostly about the constitution that 
was once in force. The author concludes that based on the 
Indonesian Constitutional history there have been several 
stages of change in the period of 1945 until now. The New 
Order's political practices caused trauma to the Indonesian 
people in the existing constitutional, with the idea coming 
up to amend the Constitution. Changes to the stages of the 
Constitution in Indonesia include UUD 1945, UUD RIS, 
UUDS 1950 and back to UUD 1945 with amendments 4 
times and is valid until today. Each of these constitutional 
stages has a unique constitutional model. After UUD 1945 
was amended it was clear that democratic life was growing 
better. Not only that, the progress in the constitutional 
system is also getting bigger, especially with the existence 
of a check and balance format. 
Keywords: Constitution, Government, Constitutional Law. 
 
Abstrak: Suatu negara memiliki norma-norma hukum 
tertinggi yaitu konstitusi. Undang- Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi 
tertulis di Indonesia. Konstitusi dapat dijadikan sebuah 
pegangan mutlak dalam bagi kelangsungan hidup dalam 
bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara karena 
dinilai sebagai gambaran politik. Suatu kekuatan hukum 
ditunjukkan dengan adanya konstitusi, oleh karena itu 
harus ditaati serta dijunjung tinggi tanpa adanya 
penyelewengan sedikitpun. Melalui pendekatan teori, 
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tulisan ini membahas sejarah perkembangan 
ketatanegaraan Indonesia, terutama mengenai konstitusi 
yang pernah berlaku. Penulis menyimpulkan bahwa 
berdasarkan sejarah Konstitusi Indonesia telah terjadi 
beberapa tahap perubahan dalam kurun waktu 1945 
hingga sekarang. Praktik politik Orde Baru menimbulkan 
trauma bagi masyarakat Indonesia dalam konstitusi yang 
pernah berlaku, dengan begitu muncul ide untuk 
mengamandemen UUD.  Perubahan tahapan Konstitusi di 
Indonesia di antaranya UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 
dan kembalinya ke UUD 1945 dengan amandemen 4 kali 
dan berlaku hingga saat ini. Masing masing tahap dari 
konstitusional ini memiliki model ketatanegaraan yang 
khas. Setelah UUD 1945 dirubah tampak jelas bahwa 
kehidupan demokrasi tumbuh semakin baik. Tidak hanya 
itu, kemajuan dalam sistem ketatanegaraan juga semakin 
besar, terutama dengan adanya format check and balance. 
Kata kunci : Konstitusi, Pemerintahan, Hukum Tata 
Negara 

 

Pendahuluan 
Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem 

politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara 
yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. 
Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan 
dan prinsip-prinsip entitas politik danhukum, istilah ini 
merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi 
nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-
prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, 
prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara 
pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada 
penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah 
konstitusidapat diterapkan kepada seluruh hukum yang 
mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.  

Dengan demikian konstitusi memiliki arti; permulaan 
dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Pada 
umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata 
negara dari suatunegara dimulai dari konstitusi negara 
bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga 
mempelajari hukum tata negara dari suatu negara, sehingga 
hukum tata negara disebut jugadengan constitutional law. 
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Istilah Constitutional Law di Inggris menunjukkan arti yang 
samadengan hukum tata negara. Penggunaan istilah 
Constitutional Law didasarkan atas alasan bahwa dalam 
hukum tata Negara unsur konstitusi lebih menonjol. 

Dengan demikian suatu konstitusi memuat aturan 
atau sendi-sendi pokok yang bersifat fundamental untuk 
menegakkan bangunan besar yang bernama “Negara”. 
Karena sifatnya yang fundamental ini maka aturan ini harus 
kuat dan tidak boleh mudah berubah-ubah. Dengan kata lain 
aturan fundamental itu harus tahan uji terhadap 
kemungkinan untuk diubah-ubah berdasarkan kepentingan 
jangka pendek yang bersifat sesaat. 
 
Konstitusi 
Pengertian Konstitusi 

Konstitusi pada awalnya berasal dari bahasa Latin, 
constitutio yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang 
berarti “hukum atau prinsip.” 1  Di zaman modern, bahasa 
yang biasa dijadikan sumber rujukan mengenai istilah ini 
adalah Inggris (Constitutional Law), Jerman 
(Verfassungrecht), Prancis (Droit Constitutionnel), Italia 
(Diritto Constituionale), dan Belanda. Untuk pengertian 
constitution dalam bahasa Inggris, Belanda membedakan 
antara constitutie dan grondwet, sedangkan bahasa Jerman 
membedakan antara verfassung dan grundgesetz. Bahkan 
dibedakan pula antara grundrecht dan grundgesetz. Bahkan 
dibedakan antara grondrecht dan grondwet dalam bahasa 
Belanda. 

Demikian pula dalam bahasa Prancis dibedakan 
antara Droit Constitutionnelle dan Loi Constitutionnelle. 
Istilah yang pertama identik dengan pengertian konstitusi, 
sedangkan yang kedua adalah undang-undang dasar dalam 
arti yang tertuang dalam naskah tertulis.2 Untuk pengertian 
konstitusi dalam arti undang-undang dasar, sebelum 
                                                         
1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Kencana, 
2005), 1. 
2  Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Bandung: Alumni, 
1987), 1–2. 
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dipakainya istilah grondwet, di Belanda juga pernah dipakai 
istilah staatsregeling. Namun, pada 1813, istilah grondwet 
dipakai untuk menggantikan istilah staatsregeling.3 

Dalam kamus Oxford, konstitusi dapat diartikan 
sebagai berikut: 
1. Yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang 

tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikan dalam kegiatan 
penyelenggaraan negara; dan 

2. Yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ 
negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat 
pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah (local 
government), tetapi juga mekanism hubungan antara 
negara atau organ negara itu dengan warga negara. 

Pengertian Konstitusi menurut para ahli: 
1. K. C. Wheare, konstitusi dipergunakan untuk menunjuk 

kepada seluruh peraturan mengenai ketatanegaraan 
suatu negara yang seacara keseluruhan akan 
menggambarkan sistem ketataneagaraannya.4 

2. Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada 
UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga 
sosiologis dan politis. Kalaupun Undang- Undang dasar 
itu akan dikaitkan dengan pengertian tentang 
konstitusi, maka Undang- Undang Dasar itu hanyalah 
merupakan sebagian dari konstitusi (konstitusi 
tertulis). 

3. Lasalle, konstitusi mempunyai pengertian yang sama 
dengan Undang- Undang Dasar itu mencerminkan 
hubungan antara kekuasaan yang terdapat dalam 
masyarakat. 

4. A. A. H. Struijcken menyatakan bahwa konstitusi itu 
adalah Undang- Undang dasar, yang hanya akan memuat 
tentang garis- garis besar serta atsas tentang organisasi 
dari negara.5 

                                                         
3 Soemantri, 9–10. 
4  Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara (Jakarta: Prestasi 
Pustaka, 2006), 47. 
5 R.G. Kartasapoetra, Sistematika Hukum Tatanegara (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 
17. 
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Secara umum, istilah konstitusi menggambarkan 
keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu 
berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, 
atau memerintah negara.6  

Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang 
lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak 
tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis 
atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, 
sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu 
naskah Undang-Undang Dasar. Atas dasar kenyataan 
demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai 
seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang 
bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-
kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari pelbagai institusi 
pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan 
mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara 
(individu). Berdasarkan uraian di atas, maka kita 
mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, 
yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti 
luas. a. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu 
dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-
aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. b. Dalam arti 
luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun 
tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara 
dibentuk dan dijalankan.7 

Konstitusi/UUD dapat diartikan pula sebagai 
peraturan dasar dan yang memuat ketentuan – ketentuan 
pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. 
Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis 
maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara 

                                                         
6 Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, 44. 
7  Tim Penyusun, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan 
Kewarganegaraan (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia, 2016), 99. 
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suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu 
masyarakat negara.8 

Merujuk pandangan Lord James Bryce yang 
dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara 
yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang 
menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui 
fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi 
itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara 
yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang 
menetapkan lembaga-lembaga yang tetap (permanen), dan 
yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-
lembaga permanen tersebut.9 

Sehubungan dengan itu C.F. Strong yang menganut 
paham modern secara tegas menyamakan pengertian 
konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang 
dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu 
kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-
hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya 
(pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak 
asasi manusia). Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan 
dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan 
perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa a bundle of 
separate laws yang diberi otoritas sebagai hukum tata 
negara. Rumusan C.F. Strong ini pada dasarnya sama dengan 
definisi Bolingbroke.10 
 
Syarat terjadinya konstitusi 

Syarat terjadinya konstitusi agar suatu bentuk 
pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan 
memperhatikan kepentingan rakyat. Melindungi asas 
demokrasi Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada 

                                                         
8  Makalah Prof. Jimly Asshiddiqie, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan 
Sosial Menurut UUD 1945 serta Mahkamah Konstitusi 
9  Tim Penyusun, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan 
Kewarganegaraan, 88. 
10 Tim Penyusun, 89. 
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ditangan rakyat Untuk melaksanakan dasar negara 
Menentukan suatu hukum yang bersifat adil.11 
 
Sejarah Konstitusi 

Secara historis, konstitusi bermula dari gagasan 
untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah 
konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa 
perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya 
harus diperinci secara tegas, sebenarnya sudah muncul 
sebelum Louis XVI dihukum dengan Guillotine. Dapatkah 
Anda menjelaskan peristiwa mana yang mengawali tonggak 
sejarah tersebut? Coba arahkan ingatan Anda pada sejarah 
perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM). 
Dalam rentetan sejarah penegakkan HAM Anda akan 
menemukan beberapa peristiwa yang melahirkan berbagai 
dokumen HAM.12 

Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu 
konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Dalam hal yang 
kedua ini, hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi 
tertulis atau undang-undang dasar (UUD) yang pada 
umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian 
wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan 
serta perlindungan hak azasi manusia. 

Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi 
tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada 
umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian 
wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan 
serta perlindungan hak azasi manusia. 

Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak 
memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di 
kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-
lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat 
pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, 
baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat 
                                                         
11 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2003), 11. 
12  Tim Penyusun, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan 
Kewarganegaraan, 95. 
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tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang 
memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris. 
Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam 
berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan 
masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori 
negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. 

Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur 
mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis 
kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu 
dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, 
jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru 
kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung 
jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. 

Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya 
mengenai jenis tugas atau kewenangan itu, salah satu yang 
paling  terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa 
kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan 
yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan 
itu adalah: 
1. Kekuasaan membuat peraturan perundangan 

(legislatif) 
2. Kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan 

(eksekutif) 
3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif).  

Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu 
dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan 
oleh van Vollenhoven dalam buku karangannya Staatsrecht 
over Zee. Ia membagi kekuasaan menjadi empat macam 
yaitu : 
1. Pemerintahan (bestuur) 
2. Perundang-undangan 
3. Kepolisian 
4. Pengadilan. 

Van Vollenhoven menilai kekuasaan eksekutif itu 
terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi dua jenis 
kekuasaan lagi yaitu kekuasaan pemerintahan dan 
kekuasaan kepolisian. Menurutnya kepolisian memegang 
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jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum 
dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan hukum. 

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Azas-azas 
Hukum Tata Negara di Indonesia mendukung gagasan Van 
Vollenhoven ini, bahkan ia mengusulkan untuk menambah 
dua lagi jenis kekuasaan negara yaitu kekuasaan Kejaksaan 
dan Kekuasaan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa 
keuangan negara serta menjadi jenis kekuasaan ke-lima dan 
ke-enam. 

Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang 
dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis 
kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu 
umumnya terbagi atas enam dan masing-masing kekuasaan 
itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri yaitu: 
1. Kekuasaan membuat undang-undang (legislatif) 
2. Kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif) 
3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif)  
4. Kekuasaan kepolisian 
5. Kekuasaan kejaksaan 
6. Kekuasaan memeriksa keuangan negara 

Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan 
hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai 
penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus 
memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum 
lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan 
penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi 
sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa 
perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan 
negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah 
menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam 
konstitusinya. 

Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan 
perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat 
dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme 
penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang 
berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi 
rakyat. Oleh karena itu,  konstitusi biasanya juga 
mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu 
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sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian 
rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar 
aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-
mena dan bersifat sementara atau pun keinginan dari 
sekelompok orang belaka. 

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim 
digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal 
perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa 
apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku 
adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan 
(penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir 
semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa 
apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli 
tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut 
merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. 
Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan 
atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut 
oleh Amerika Serikat.  

 
Perkembangan Konstitusi di Indonesia 

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia 
telah sepakat utntuk menyusun sebuah Undang-Undang 
Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan 
fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik 
Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia 
sebagai sesuatu ”revolusi grondwet” telah disahkan pada 18 
Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan 
Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan 
demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu 
merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya 
memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi 
yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi 
telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. 

Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan 
perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh 
para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan 
dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-
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Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah 
UUD melalui pasal 37 UUD 1945 , sebelumnya hal itu harus 
ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia 
melalui suatu referendum.(Tap no.1/ MPR/1983 pasal 105-
109 jo. Tap no.IV/MPR/1983 tentang referendum). 

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara 
bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan 
MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada 
sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan 
kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas 
melakukan pengkajian secara komperhensif tentang 
perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. 
I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi Konstitusi.13 

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan 
Indonesia ada empat macam Undang-undang yang pernah 
berlaku, sebagai berikut. 
1. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 

(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945) 
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada 

tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum 
mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian 
pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-
Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa 
proses. 

2. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 
(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat) 

Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata 
tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang 
menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. 
Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-
negara seperti negara Sumatera Timur, negara 
Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. 
Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah 
agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada 

                                                         
13 Muwahid, “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,” Al-
Qānūn 13, no. 2 (Desember 2010): 484. 
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tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB 
yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. 
Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh 
negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara 
Republik Indonesia Serikat saja. 

3. Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959  (Penetapan 
Undang-Undang Dasar Sementara 1950) 

Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik 
Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan 
sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia 
sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, 
maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan 
lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik 
Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari 
pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi 
berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk 
mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan 
jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang 
baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama 
yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar 
yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 
oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia 
Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah 
undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 
1950. 

4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang (Penetapan berlakunya 
kembali Undang-Undang Dasar 1945) 

Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah 
kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama 
pada masa 1959-1965 menjadi Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. 
Perubahan itu dilakukan karena Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama 
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dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-
Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.14 

 
Nilai dan Sifat Konstitusi 
Nilai Konstitusi 

Nilai Konstitusi yang dimaksud di sini adalah nilai 
(values) sebagai hasil penilaian atas pelaksaan norma-
norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik.  

Nilai Konstitusi dibagi menjadi tiga bagian: 
1. Nilai normatif 

Apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh 
suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan 
hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi 
merupakan suatu kenyataan (reality) dalam arti 
sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain 
Konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan 
konsekuen. Sebagai contoh dapat diberikan Konstitusi 
Amerika Serikat dimana kekuasaan eksekutif, legislative 
dan yudikatif menjalankan fungsinya masing masing 
secara terpisah. 

2. Nilai nominal 
Dalam hal ini konstitusi itu menurut hukum memang 

berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna. 
Ketidaksempurnaan berlakunya suatu konstitusi ini 
jangan dikacaukan bahwa sering kali suatu konstitusi 
yang tertulis berbeda dari konstitusi yang di praktekan. 
Sebab suatu konstitusi itu dapat berubah-ubah, baik 
karena perubahan formil seperti yang di cantumkan 
dalam konstitusi itu sendiri maupun karena kebiasaan 
ketatanegaraan umpamanya. Yang dimaksud di sini 
bahwa suatu konstitusi itu secara hukum berlaku, 
namun berlakunya itu tidak sempurna, karena ada 
pasal-pasal yang dalam kenyataannya tidak berlaku. 

3. Nilai semantic 

                                                         
14  Admin, “Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia,” 2 Maret 2020, 
https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776. 
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Konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, tetapi 
dalam kenyataan hanya sekedar untuk memberi bentuk 
dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan 
kekuasaan politik. Mobilitas kekuasaan yang dinamis 
untuk mengatur, yang menjadi maksud yang esensial 
dari suatu konstitusi diberikan demi kepentingan 
pemegang kekuasaaan yang sebenarnya. Jadi dalam hal 
ini konstitusi hanya sekedar istilah saja, sedangkan 
pelaksanaanya selalu dikaikan dengan kepentingan 
pihak penguasa. Konstitusi yang demikian nilainya 
hanya semantic saja. Pada intinya keberlakuan dan 
penerapan konstitusinya hanya untuk kepentingan 
bagaimana mempertahankan kekuasaaan yang ada. 

 
Sifat Konstitusi 

Secara umum, suatu konstitusi memiliki sifat-sifat 
antara lain, formal dan materiil, tertulis dan tidak tertulis 
sebagai berikut : 
1. Formal dan materiil 

Konstitusi dalam arti formal berarti konstitusi yang 
tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. 
Dalam pandangan ini suatu konstitusi baru bermakna 
apabila konstitusi  tersebut telah berbentuk naskah 
tertulis dan diundangkan , misal UUD 1945. 

Konstitusi materiil adalah konstitusi yang jika dilihat 
dari segi isinya yang merupakan peraturan bersifat 
mendasar dan fundamental. Artinya tidak semua 
masalah yang penting harus dimuat dalam konstitusi, 
melainkan hal-hal yang bersifat pokok, dasar, atau asas-
asasnya saja. 

2. Tertulis dan tidak tertulis 
Membedakan secara prinsipiil antara konstitusi  

tertulis dan tidak tetulis adalah tidak tepat , sebuatan 
konstitusi tidak tertulis adalah tidak tertulis hanya 
dipakai untuk dilawankan dengan konstitusi modern 
yang lazimnya ditulis dalam suatu naskah atau beberapa 
naskah. Timbulnya konstitusi  tertulis disebabkan 
karena  pengaruh aliran kodifikasi .Salah satu negara di 
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dunia yang mempunyai konstitusi tidak tertulis adalah 
inggris namun prinsip-prinsip yang ada dikonstitusikan 
dan dicantumkan dalam undang-undang biasa seperti 
bill of rights. 

Dengan demikian, suatu konstitusi tertulis apabila 
dicantumkan dalam suatu naskah atau beberapa naskah 
, sedangkan yang tidak tertulis dalam suatu naskah 
tertentu melainkan dalam banyak hal yang diatur dalam 
konvensi-konvensi  atau undang-undang biasa.15 

 
Tujuan dan Hakekat Konstitusi 

Di kalangan para ahli hukum, pada umummnya 
dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu 
(i) keadilan (ii) kepastian dan (iii) kebergunaan. Keadilan itu 
sepadan dengan keseimbangan dan kepatutan serta 
kewajaran. Sedangkan kepastian hukum terkait dengan 
ketertiban dan ketenteraman. Sementara, kebergunaan 
diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai- nilai 
tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. 

Oleh karena itu konstitusi itu sendiri adalah hukum 
yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan 
konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai 
dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang 
diaanggap tertinggi itu adalah: (i) keadilan; (ii) ketertiban’ 
(iii) perwujudan nilai- nilai ideal seperti kemerdakaan atau 
kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, 
sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh 
para pendiri negara. 

Misalnya, 4 tujuan bernegara Indonesia adalah 
seperti yang termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 
1945. Keempat tujuan itu adalah (i) melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) 
memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan (iv)  ikut melaksanakan ketertiban 

                                                         
15  Admin, “Nilai dan Sifat Konstiusi,” 27 Februari 2020, 
https://www.berandahukum.com/p/nilai-dan-sifat-konstitusi.html. 
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dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 
keadilan sosial).16 

Sehubungan dengan itulah maka beberapa sarjana 
merumuskan tujuan konstitusi itu seperti merumuskan 
tujuan negara konstitusional, atau negara berkonstitusi. 
Menurut J. Barent, ada 3 tujuan negara yaitu (i) untuk 
memelihara ketertiban dan ketenteraman, (ii) 
mempertahankan kekuasaan, (iii) mengurus hal- hal yang 
berkenaan dengan kepentingan umum. Sedangkan Maurice 
Hauriou menyatakan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk 
menjaga keseimbangan antara (i)  ketertiban, (ii) kekuasaan, 
dan (iii) kebebasan. 

Kebebasan indivdu warga negara harus dijamin, 
tetapi kekuasaan negara juga harus berdiri tegak, sehingga 
tercipta tertib bermasyarakat dan bernegara. Ketertiban itu 
sendiri terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan 
yang efektif dan kebebasan warga negara tetap tidak 
terganggu.  

Adapula yang menyatakan tujuan konstitusi yaitu:  
1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak 

sewenang-wenang maksudnya tanpa membatasi 
kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan 
dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan 
merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak . 

2. Melindungi Ham maksudnya setiap penguasa berhak 
menghormati Ham orang lain dan hak memperoleh 
perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. 

3. Pedoman penyelengaraan negara maksudnya tanpa 
adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan 
berdiri dengan kokoh. 

 
Penutup 

Secara umum, istilah konstitusi menggambarkan 
keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu 
berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, 

                                                         
16  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, vol. I (Jakarta: 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 149. 
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atau memerintah negara.  Secara umum terdapat dua macam 
konstitusi yaitu Konstitusi tertulis dan Konstitusi tak 
tertulis. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan 
Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah 
berlaku, yaitu : Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 
1949 (Penetapan Undang-Undang Dasar 1945), Periode 27 
Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (Penetapan konstitusi 
Republik Indonesia Serikat), Periode 17 Agustus 1950 – 5 
Juli 1959 (Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 
1950),  Periode 5 Juli 1959 – sekarang (Penetapan 
berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945).  

Nilai Konstitusi dibagi menjadi tiga bagian: 
1. Nilai normatif; apabila suatu konstitusi telah resmi 

diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi 
itu bukan hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi 
merupakan suatu kenyataan (reality) dalam arti 
sepenuhnya diperlukan dan efektif. 

2. Nilai nominal, yang dimaksud di sini bahwa suatu 
konstitusi itu secara hukum berlaku, namun berlakunya 
itu tidak sempurna, karena ada pasal-pasal yang dalam 
kenyataannya tidak berlaku. 

3. Nilai semantic, konstitusi itu secara hukum tetap 
berlaku, tetapi dalam kenyataan hanya sekedar untuk 
memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk 
melaksanakan kekuasaan politik. 

Secara umum, suatu konstitusi memiliki sifat-sifat 
antara lain, formal dan materiil, tertulis dan tidak tertulis.  

Tujuan konstitusi suatu Negara yaitu membatasi 
kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – 
wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, 
konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja 
kekuasaan penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan 
rakyat banyak serta melindungi Ham maksudnya setiap 
penguasa berhak menghormati Ham orang lain dan hak 
memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan 
haknya. 
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